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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul “Dinamika 

dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia” ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan 

gambaran menyeluruh mengenai perjalanan, tantangan, serta arah 

kebijakan pendidikan di tengah arus perubahan zaman yang semakin 

kompleks. 

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun 

peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, sistem pendidikan senantiasa 

mengalami dinamika yang menarik untuk dikaji, baik dari sisi historis, 

filosofis, maupun implementasi kebijakannya. Mulai dari perubahan 

kurikulum, peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, 

hingga tantangan transformasi digital, semuanya menjadi bagian dari 

mozaik besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia. 

Buku ini disusun dengan pendekatan multidisiplin, 

menggabungkan analisis kebijakan, praktik di lapangan, serta 

perspektif teoritis yang relevan. Kami berharap buku ini tidak hanya 

menjadi sumber referensi akademis bagi mahasiswa, pendidik, dan 

praktisi pendidikan, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi para 

pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis 

yang lebih berpihak pada peningkatan mutu pendidikan yang inklusif 

dan berkeadilan. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan 

manfaat dan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan di 

Indonesia 
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Pendahuluan 
Tata kelola pendidikan merupakan arena yang selalu berubah, 

mencerminkan dinamika hubungan antara negara, pasar, dan 

masyarakat sipil dalam menentukan siapa yang memiliki kewenangan 

untuk membuat keputusan tentang apa dan bagaimana pendidikan 

diselenggarakan. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, 

pertengahan dekade 1990-an hingga awal 2000-an menandai 

pergeseran paradigma besar dari sistem pendidikan yang terpusat 

(sentralistik) menuju sistem yang lebih terdesentralisasi, di mana 

kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dialihkan 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan bahkan ke tingkat 

satuan pendidikan. 

Pergeseran ini tidak berlangsung dalam ruang hampa ideologis. 

Ia didorong oleh kombinasi faktor internal termasuk tekanan 

demokratisasi pasca-Orde Baru, kesadaran akan keberagaman 

kebutuhan lokal, dan ketidakpuasan terhadap birokrasi pendidikan 

yang gemuk dan tidak responsif dan faktor eksternal berupa pengaruh 

lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan UNDP yang 

mempromosikan desentralisasi sebagai bagian dari agenda tata kelola 

yang baik (good governance). 

Rondinelli dan Cheema (1983), yang merupakan di antara 

teoretisi paling berpengaruh dalam studi desentralisasi, 

mendefinisikan desentralisasi sebagai "the transfer of planning, 

decision-making, or administrative authority from the central 

government to its field organizations, local administrative units, local 

governments, or non-governmental organizations." Definisi ini 

membuka ruang bagi berbagai bentuk dan gradasi desentralisasi yang 

memiliki implikasi berbeda-beda bagi tata kelola pendidikan. 

Chapter ini disusun dalam kerangka analisis multidimensional. 

Bagian pertama menelaah landasan konseptual otonomi dan 

desentralisasi pendidikan beserta tipologinya. Bagian kedua mengkaji 

evolusi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia sejak era 

reformasi. Bagian ketiga menganalisis implementasi manajemen 

berbasis sekolah sebagai perwujudan otonomi di tingkat satuan 

pendidikan. Bagian keempat mendiskusikan tantangan dan dilema 

yang dihadapi, dan bagian penutup mengajukan refleksi serta 

rekomendasi prospektif. 
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Landasan Konseptual: Otonomi dan Desentralisasi 
1. Konsep Otonomi dalam Pendidikan 

Otonomi dalam konteks pendidikan memiliki makna yang berlapis. 

Pada tingkat sistem, otonomi merujuk pada kebebasan lembaga-

lembaga pendidikan dari kontrol langsung pemerintah dalam 

menentukan arah, standar, dan pengelolaan pendidikan. Pada 

tingkat institusi, otonomi berarti kapasitas satuan pendidikan 

untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang berkaitan 

dengan kurikulum, personalia, keuangan, dan hubungan dengan 

komunitas. Pada tingkat individu, otonomi terkait dengan 

kebebasan akademik tenaga pendidik dan hak peserta didik untuk 

mengembangkan potensi mereka secara penuh. 

Nedelcu (2008) mengajukan konsep "school autonomy" 

sebagai kemampuan sekolah untuk mengembangkan identitas 

kelembagaan yang khas sambil tetap bertanggung jawab terhadap 

standar publik. Dalam pandangannya, otonomi bukanlah 

kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung 

jawab (accountable autonomy) yang dioperasionalisasikan melalui 

mekanisme-mekanisme akuntabilitas yang jelas dan transparan. 

"Autonomy without accountability is irresponsibility; 

accountability without autonomy is bureaucracy. The art of good 

governance in education lies in maintaining a creative tension 

between these two imperatives." — Nedelcu (2008, p. 47) 

Sementara itu, Weiler (1990) dalam kajiannya yang 

berpengaruh tentang desentralisasi pendidikan di negara-negara 

maju memperkenalkan konsep "legitimation" sebagai motif 

tersembunyi di balik kebijakan desentralisasi. Menurutnya, 

desentralisasi sering kali digunakan oleh pemerintah pusat bukan 

semata-mata untuk efisiensi atau demokratisasi, tetapi untuk 

mengalihkan konflik dan ketegangan yang melekat dalam 

kebijakan pendidikan kepada aktor-aktor lokal, sambil 

mempertahankan kontrol normatif melalui standar nasional. 

 

2. Tipologi Desentralisasi Pendidikan 

Rondinelli dan Cheema (1983) membedakan empat bentuk utama 

desentralisasi yang relevan untuk tata kelola pendidikan: 
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2. Pengatar Transportasi (Tulis Bersama); 

3. Pengantar Manajemen Logistik 

4. Audit K3 Sebagai Alat Kontrol Keselamatan Operasional (Tulis 

Bersama) 

5. Kinerja SDM Sebagai Strategi Faktor Dalam Pengelolaan Logistik 

dan Pelabuhan (Tulis Bersama) 

6. Manajemen Pergudaangan Pelabuhan. 
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Pendahuluan 

Peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan salah 

satu agenda strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. 

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer 

pengetahuan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam membentuk 

sumber daya manusia yang berkualitas, adaptif, dan kompetitif di era 

globalisasi (Sallis, 2021). Selain itu, mutu pendidikan menjadi 

indikator penting dalam menentukan daya saing suatu bangsa di 

tengah perkembangan teknologi dan transformasi sosial yang 

semakin cepat (OECD, 2023). 

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan melalui kebijakan nasional yang 

berorientasi pada penjaminan mutu. Salah satu kebijakan penting 

adalah penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 

diatur dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Menurut Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022), implementasi 

SPMI bertujuan membangun budaya mutu di satuan pendidikan 

melalui siklus PPEPP yang sistematis dan terintegrasi. 

Selain SPMI, mekanisme akreditasi juga menjadi instrumen 

penting dalam penguatan mutu pendidikan. Akreditasi tidak hanya 

berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kelayakan sekolah, tetapi 

juga menjadi sarana pembinaan mutu yang berkelanjutan. Melalui 

akreditasi, sekolah memperoleh gambaran mengenai kekuatan dan 

kelemahan dalam pengelolaan pendidikan sehingga dapat melakukan 

perbaikan secara sistematis. 

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, realitas di 

lapangan menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih 

menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan kualitas antarwilayah, 

keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya budaya mutu 

di sekolah, serta perbedaan kapasitas manajerial menjadi faktor yang 

memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan mutu pendidikan. 

Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 

pada tabel 2.1 juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan 

numerasi peserta didik Indonesia masih memerlukan peningkatan. 
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Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak 

cukup dilakukan melalui penyusunan regulasi semata, tetapi juga 

memerlukan integrasi antara sistem mutu, kepemimpinan, tata kelola 

organisasi, dan budaya mutu sekolah. 

 

Tabel 2.1 Hasil PISA Indonesia Tahun 2018–2022 

Aspek Indonesia Rata-rata OECD 

Literasi Membaca 359 476 

Matematika 366 472 

Sains 383 485 

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development, 

2023) 

 

Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai penguatan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), akreditasi, dan Standar 

Nasional Pendidikan menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya 

membahas aspek regulatif, tetapi juga menganalisis bagaimana 

implementasi kebijakan mutu dilakukan di tingkat sekolah serta 

faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. 

 

Konsep dan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan 

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan mekanisme 

penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh satuan 

pendidikan. Tujuan utama SPMI adalah memastikan bahwa seluruh 

proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan sehingga mutu pendidikan dapat dipertahankan dan 

ditingkatkan secara berkelanjutan. 

SPMI dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang terdiri atas 

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. 

Siklus ini menekankan prinsip continuous improvement dalam 

pengelolaan pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi, 2022). Dalam praktiknya, sekolah dituntut 

untuk mampu merencanakan program mutu, melaksanakan 

kegiatan sesuai standar, mengevaluasi hasil pelaksanaan, 
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Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan 
 

 

33 Noviah Dwi Putranti 

Penulis telah menghasilkan berbagai publikasi dalam bentuk 

artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding konferensi, serta 

keterlibatan dalam penulisan buku dan book chapter ilmiah. Karya-

karya penulis berorientasi pada penerapan teknologi sebagai 

instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

efektivitas manajerial dalam institusi pendidikan. 

Selain kiprah akademik, penulis juga terlibat sebagai pemateri 

dalam berbagai pelatihan dan workshop profesional, khususnya 

terkait literasi digital, pengembangan media pembelajaran, serta 

implementasi strategi pembelajaran inovatif bagi pendidik. Komitmen 

ini menunjukkan dedikasi penulis dalam memperkuat kapasitas guru 

dan tenaga kependidikan sebagai garda terdepan perubahan 

pendidikan. 

Melalui kompetensi akademik, pengalaman riset, dan kontribusi 

profesional yang berkelanjutan, Noviah Dwi Putranti terus 

memainkan peran penting dalam pengembangan pengetahuan dan 

praktik pendidikan berbasis teknologi, serta memberikan dampak 

pada peningkatan kualitas pembelajaran dan tata kelola pendidikan di 

Indonesia. 

 

Email Penulis : noviahdwiputranti@students.unnes.ac.id 

 ORCID ID : https://orcid.org/0009-0009-1007-7101

https://orcid.org/0009-0009-1007-7101


Perbedaan dan Sinergi Antara Koperasi Dan UMKM 
 

 

34 Susilaningtyas Budiana Kurniawati 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 

BASELINE ASSESSMENT 

KUALITAS PEMBELAJARAN  

MENDALAM DI  SMA 

MODEL PM & KKA SEBAGAI  

FONDASI TRANSFORMASI 

PENDIDIKAN BERBASIS 

DATA DI ERA AI 
 

 

 

Suharja, S.Pd., M.Si. 

Kepala SMA Negeri 1 Kartasura, Sukoharjo 

 

 



Baseline Assessment Kualitas Pembelajaran  Mendalam di  SMA Model PM & KKA  
Sebagai  Fondasi Transformasi Pendidikan Berbasis Data di Era AI 

 

35 Suharja 

Pendahuluan 

Perkembangan Artificial intelligence (AI), revolusi digital, big data, 

Internet of Things (IoT), dan society 5.0 telah mengubah lanskap 

pendidikan global secara fundamental. Pendidikan abad ke-21 tidak 

lagi hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan faktual, tetapi 

diarahkan pada pengembangan kompetensi berpikir kritis, 

kreativitas, kolaborasi, komunikasi, literasi digital, kemampuan 

adaptif, dan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) (OECD, 

2023). Perubahan tersebut menuntut sekolah melakukan 

transformasi paradigma pembelajaran agar mampu menghasilkan 

lulusan yang siap menghadapi kompleksitas perubahan sosial, 

ekonomi, budaya, dan teknologi di masa depan. Dalam konteks global, 

berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa dunia 

pendidikan menghadapi tantangan serius berupa learning crisis, 

ketimpangan kualitas pembelajaran, dan ketidaksesuaian kompetensi 

lulusan dengan kebutuhan masa depan.  

UNESCO (2021) menegaskan bahwa pendidikan masa depan 

memerlukan rekonstruksi paradigma pembelajaran yang lebih 

humanistik, reflektif, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan 

kehidupan manusia. Pendidikan tidak lagi cukup berfokus pada 

transfer pengetahuan, tetapi harus membangun kemampuan peserta 

didik untuk memahami realitas secara kritis, mengambil keputusan 

etis, dan menciptakan solusi terhadap persoalan nyata kehidupan. 

Artificial intelligence juga mulai mengubah pola pembelajaran, 

asesmen, dan interaksi pendidikan secara signifikan. Teknologi AI 

memungkinkan personalisasi pembelajaran, adaptive assessment, 

learning analytics, dan pengembangan ekosistem pembelajaran digital 

yang lebih fleksibel (Holmes et al., 2022). Namun demikian 

berdampak pada dehumanisasi pembelajaran, ketergantungan 

teknologi, kesenjangan digital, serta menurunnya kualitas interaksi 

sosial dan refleksi pembelajaran apabila teknologi digunakan tanpa 

pendekatan pedagogis yang tepat (Selwyn, 2022).  

World Economic Forum (2023) menjelaskan bahwa kompetensi 

masa depan yang paling dibutuhkan meliputi analytical thinking, 

creative thinking, resilience, curiosity, technological literacy, lifelong 
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learning, empathy dan collaboration. Kompetensi tersebut tidak dapat 

dibangun melalui hafalan, tetapi memerlukan pembelajaran 

mendalam yang memungkinkan peserta didik membangun makna, 

refleksi, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah autentik. 

Dalam konteks Indonesia, transformasi pendidikan mulai diarahkan 

melalui implementasi Kurikulum Merdeka, pembelajaran 

berdiferensiasi, penguatan Delapan (8) Dimensi Profil Lulusan, serta 

kebijakan Pembelajaran Mendalam, Asesmen, Koding, dan Kecerdasan 

Artifisial (PM-KKA). Kebijakan tersebut menunjukkan adanya 

pergeseran paradigma pendidikan nasional menuju pembelajaran 

yang lebih berpusat pada murid, reflektif, kontekstual, dan adaptif 

terhadap perkembangan teknologi digital. 

Kemendikdasmen (2025) menegaskan pendekatan holistik. 

Pendekatan ini bertujuan membangun pengalaman belajar yang 

mampu mengembangkan karakter, kompetensi, dan kapasitas 

reflektif peserta didik secara utuh. Meskipun demikian, transformasi 

pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. 

Banyak sekolah telah menggunakan teknologi digital, tetapi belum 

sepenuhnya mampu membangun pembelajaran reflektif, diferensiasi 

pembelajaran, student agency, dan asesmen berbasis data secara 

optimal. Pembelajaran masih cenderung berorientasi pada 

penyelesaian materi dan capaian administratif dibanding membangun 

pengalaman belajar bermakna. Selain itu, implementasi AI dalam 

pendidikan masih berada pada tahap awal.  

Sebagian besar penggunaan teknologi di sekolah masih berfokus 

pada digitalisasi administrasi dan penyampaian materi, belum 

diarahkan pada pengembangan AI pedagogis yang mendukung 

pembelajaran personal, reflektif, dan adaptif. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa transformasi pendidikan memerlukan 

perubahan tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada budaya 

pedagogis, kepemimpinan pembelajaran, dan ekosistem belajar 

sekolah. Dalam perspektif transformasi pendidikan modern, kualitas 

pembelajaran menjadi indikator utama keberhasilan reformasi 

pendidikan. Hattie (2021) menegaskan bahwa kualitas pengalaman 

belajar memiliki pengaruh lebih besar terhadap keberhasilan 

pendidikan dibanding sekadar penggunaan teknologi atau perubahan 
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Pendahuluan 

Pendidikan dasar berada pada posisi strategis dalam pembangunan 

manusia karena pada jenjang SD dan SMP peserta didik membangun 

fondasi literasi, numerasi, karakter, kecakapan sosial, serta kesiapan 

berpikir untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Karena itu, 

kebijakan pendidikan dasar tidak cukup dibaca sebagai aturan 

administratif, melainkan sebagai instrumen negara untuk menjamin 

hak belajar, pemerataan kesempatan, mutu layanan, dan perlindungan 

peserta didik di seluruh wilayah Indonesia (Republik Indonesia, 

2003). 

Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi pendidikan dasar 

mengalami pembaruan yang intensif. Pemerintah memperkuat 

Standar Nasional Pendidikan, menata kurikulum, memperbarui 

standar proses, mendorong evaluasi berbasis data, mengatur 

penerimaan murid baru, memperbarui tata kelola pembiayaan 

operasional, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta 

menegaskan pentingnya budaya sekolah yang aman dan nyaman. Arah 

tersebut menunjukkan pergeseran dari kepatuhan dokumen menuju 

tata kelola mutu yang lebih menyeluruh dan berdampak pada 

pembelajaran (Republik Indonesia, 2021; Kementerian Pendidikan 

Dasar dan Menengah, 2026a). 

Namun, persoalan utama kebijakan pendidikan di Indonesia 

kerap bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada jarak 

antara norma kebijakan dan praktik sekolah. Sekolah menghadapi 

perbedaan kapasitas guru, variasi kepemimpinan kepala sekolah, 

keterbatasan sarana, beban administrasi, ketimpangan dukungan 

daerah, dan budaya penggunaan data yang belum kuat. Akibatnya, 

regulasi yang secara normatif baik belum selalu berubah menjadi 

pengalaman belajar yang lebih bermutu bagi peserta didik. 

Bab ini menelaah regulasi kunci pendidikan dasar, membaca 

tantangan implementasinya di sekolah, serta menawarkan kritik 

membangun dan rekomendasi. Telaah dilakukan dengan 

menempatkan regulasi sebagai ekosistem kebijakan: standar mutu, 

kurikulum, asesmen, guru dan kepala sekolah, pembiayaan, akses, 

perlindungan, serta partisipasi masyarakat. Dengan cara itu, 
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pembahasan tidak berhenti pada daftar peraturan, tetapi bergerak 

pada pertanyaan inti: bagaimana teks regulasi dapat diterjemahkan 

menjadi perubahan nyata di ruang kelas? 

 

Peta Regulasi Pendidikan Dasar 

Regulasi pendidikan dasar tersusun secara berlapis. Pada tingkat 

undang-undang, dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada tingkat yang 

lebih operasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 

sebagaimana diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022 menjadi payung 

Standar Nasional Pendidikan. Regulasi tersebut memberi arah bahwa 

layanan pendidikan harus menjamin pemerataan, peningkatan mutu, 

relevansi, dan profesionalitas pendidik (Republik Indonesia, 2005; 

Republik Indonesia, 2022). 

Jika dibaca dari sudut implementasi, regulasi pendidikan dasar 

dapat dikelompokkan ke dalam tujuh rumpun. Pertama, standar mutu 

pendidikan. Kedua, kurikulum dan pembelajaran. Ketiga, evaluasi dan 

akuntabilitas. Keempat, pendidik, tenaga kependidikan, dan 

kepemimpinan sekolah. Kelima, pembiayaan dan sarana-prasarana. 

Keenam, akses dan keadilan layanan. Ketujuh, perlindungan warga 

sekolah dan partisipasi masyarakat. Pengelompokan ini penting 

karena sekolah tidak melaksanakan kebijakan secara terpisah, tetapi 

menerima keseluruhan regulasi sebagai satu ekosistem kerja. 

 

Tabel 4.1: Rumpun Regulasi dan Arah Implementasi di 

Pendidikan Dasar 

Rumpun 

Kebijakan 
Regulasi Kunci 

Arah Implementasi di 

Sekolah 

Standar mutu UU 20/2003; PP 

57/2021 jo. PP 

4/2022 

Menjadi pagar mutu minimal 

untuk kurikulum, proses, 

penilaian, pengelolaan, 

pembiayaan, sarana, dan 

lulusan. 

Kurikulum dan 

pembelajaran 

Permendikbudristek 

12/2024 jo. 

Mengarahkan pembelajaran 

yang esensial, bermakna, aman, 
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Pendahuluan 

Kebijakan pendidikan merupakan bagian fundamental dari kebijakan 

publik yang dirancang oleh pemerintah untuk memecahkan berbagai 

persoalan strategis di bidang pendidikan. Menurut Dunn (2003), 

kebijakan publik pada dasarnya adalah serangkaian keputusan yang 

diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik. 

Dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia selalu mengalami 

perubahan yang dipengaruhi oleh konstelasi politik, ideologi, dan visi 

pembangunan penguasa pada zamannya. Pemahaman mengenai 

sejarah kebijakan pendidikan menjadi penting karena dapat 

membantu para praktisi manajemen pendidikan dalam 

mengidentifikasi akar permasalahan serta merancang tata kelola 

pendidikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan 

sosial dan perkembangan zaman (Tilaar, 2012; Mulyasa, 2018). 

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu 

pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam 

membentuk karakter bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Pada perspektif pembangunan nasional, pendidikan 

memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, 

kompetitif, dan berdaya saing global. Perubahan kebijakan pendidikan 

selalu memiliki implikasi yang luas terhadap sistem pembelajaran, 

tata kelola kelembagaan, hingga kualitas lulusan yang dihasilkan 

(Suryadi, 2020). Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan 

pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajemen 

pendidikan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik 

operasional di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi 

(Fathurrohman, 2019). 

Perkembangan globalisasi dan transformasi digital pada era 

modern turut mendorong perubahan paradigma pendidikan di 

Indonesia. Pemerintah dituntut untuk menghadirkan sistem 

pendidikan yang mampu menjawab tantangan abad ke-21, seperti 

penguatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, 

kolaborasi, dan inovasi. Menurut hasil penelitian dalam jurnal 

pendidikan nasional, kebijakan pendidikan yang adaptif dan berbasis 

kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam 

meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Prasetyo & 
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Widodo, 2021). Pada sisi yang lain, reformasi kebijakan pendidikan 

juga menekankan pentingnya desentralisasi pengelolaan pendidikan 

agar daerah memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan potensi 

lokal sesuai kebutuhan masyarakatnya (Hasbullah, 2015). 

Kajian historis mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia 

menjadi relevan untuk memahami perubahan orientasi pendidikan 

dari masa ke masa sekaligus menganalisis implikasinya terhadap 

manajemen pendidikan kontemporer. Melalui kajian ini diharapkan 

dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

hubungan antara kebijakan negara, sistem pendidikan, dan 

pengelolaan lembaga pendidikan dalam mendukung terciptanya 

kualitas pendidikan nasional yang lebih baik (Arifin, 2022; Wahyudin, 

2021). 

 

Kebijakan Pendidikan Masa Orde Lama (1945–1966) 

Pada masa pasca-kemerdekaan hingga pertengahan tahun 1960-an, 

kebijakan pendidikan di Indonesia berada di bawah kendali 

pemerintahan Orde Lama. Karakter utama kebijakan pendidikan pada 

era ini sangat kental dengan nuansa ideologis dan berorientasi pada 

proses nation building atau pembentukan karakter bangsa. 

Pemerintah memandang pendidikan sebagai alat strategis untuk 

memperkuat identitas nasional, menanamkan semangat 

nasionalisme, serta membangun loyalitas masyarakat terhadap 

negara yang baru merdeka. Sistem pendidikan pada masa ini tidak 

hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan akademik peserta 

didik, tetapi juga untuk membentuk warga negara yang memiliki 

kesadaran politik dan jiwa patriotisme yang tinggi (Tilaar, 2012). 

Pemerintah Orde Lama menggunakan pendidikan sebagai 

instrumen utama dalam proses pembentukan ideologi nasional. 

Kurikulum pendidikan dirancang agar selaras dengan arah politik 

negara, terutama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, semangat 

anti-kolonialisme, dan konsep demokrasi terpimpin. Pendidikan juga 

diarahkan untuk mendukung cita-cita revolusi nasional yang 

digaungkan oleh Presiden Soekarno. Pada praktiknya, sekolah dan 

lembaga pendidikan menjadi sarana mobilisasi politik untuk 

memperkuat persatuan nasional sekaligus memperkenalkan gagasan-



Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Era Reformasi dan  
Implikasinya Terhadap Manajemen Pendidikan 

 

105 Luluk Masruroh 

Daftar Pustaka 

Arifin, Z. (2022). Kebijakan pendidikan nasional dan tantangan 

reformasi pendidikan di Indonesia. Jakarta: Kencana. 

Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik (Edisi kedua). 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

Fathurrohman, M. (2019). Manajemen pendidikan Islam berbasis mutu. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

Hasbullah. (2015). Dasar-dasar ilmu pendidikan (Edisi revisi). Jakarta: 

Rajawali Pers. 

Mulyasa, E. (2018). Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Nasution, S. (2011). Sejarah pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Prasetyo, M. A., & Widodo, H. (2021). Transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital dan implikasinya terhadap mutu 

pendidikan nasional. Jurnal Manajemen Pendidikan, 9(2), 115–126. 

Suryadi, A. (2020). Pendidikan Indonesia menuju 2025: Problematika 

dan strategi pembangunan pendidikan. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Tilaar, H. A. R. (2012). Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar 

pedagogik transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 

Wahyudin, D. (2021). Desentralisasi pendidikan dan tantangan 

manajemen pendidikan di Indonesia. Jurnal Administrasi 

Pendidikan, 28(1), 45–58. 

 

 

 

 

 



Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Era Reformasi dan  
Implikasinya Terhadap Manajemen Pendidikan 

 

 

106 Luluk Masruroh 

PROFIL PENULIS  

Luluk Masruroh, S.Si., M.Pd. 
Penulis merupakan seorang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Kementerian Agama yang 

telah mengabdikan lebih dari 18 tahun dan 

memiliki pengalaman panjang dalam 

bidang statistik, pengelolaan data, 

pengembangan kompetensi sumber daya 

manusia, serta penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan ASN. Dalam 

perjalanan kariernya, penulis aktif 

mengembangkan kompetensi profesional 

melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi. Pengalaman tersebut 

semakin memperkuat kapasitasnya dalam merancang, mengelola, dan 

mengevaluasi program pelatihan berbasis data. 

Pendidikan sarjana ditempuh pada Program Studi Statistika 

Universitas Diponegoro (UNDIP) dan berhasil diselesaikan pada tahun 

2007. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi magister pada Program 

Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

dan lulus pada tahun 2017. Kombinasi keilmuan statistik dan 

manajemen pendidikan memberikan landasan yang kuat dalam 

mendukung tugas-tugas profesionalnya, khususnya pada bidang 

analisis data, evaluasi program, pengembangan pelatihan, dan 

peningkatan mutu organisasi. 

Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi 

pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

peningkatan kualitas tata kelola organisasi, serta penguatan 

kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan era 

transformasi digital dan perubahan yang semakin dinamis. 

Email Penulis: lulukmasruroh84@gmail.com 

 

 

mailto:lulukmasruroh84@gmail.com


Arsitektur Kognitif Baru: Menginstitusikan Koding dan Kecerdasan Artifisial Sebagai  
Episentrum Budaya Prestasi di Pendidikan Menengah 

 

107 Dian Milasari 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 6  

ARSITEKTUR KOGNITIF 

BARU: MENGINSTITUSIKAN 

KODING DAN KECERDASAN 

ARTIFISIAL SEBAGAI 

EPISENTRUM BUDAYA 

PRESTASI DI PENDIDIKAN 

MENENGAH 
 

 

 

Dian Milasari, S.Pd., M.Pd. 

Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

 



Arsitektur Kognitif Baru: Menginstitusikan Koding dan Kecerdasan Artifisial Sebagai  
Episentrum Budaya Prestasi di Pendidikan Menengah 

 

108 Dian Milasari 

Pendahuluan 

Implementasi koding dan kecerdasan artifisial (AI) di SMA Negeri 2 

Semarang merupakan upaya rekonstruksi pola pikir untuk mengatasi 

kesenjangan epistemik akibat disrupsi teknologi. Berdasarkan Grand 

Theory Ekologi Sistem dari Urie Bronfenbrenner, transformasi ini 

menunjukkan bagaimana kebijakan makro di level ekosistem 

merestrukturisasi interaksi pada level mikrosistem, yakni hubungan 

instruksional antara guru dan murid. Dalam ekosistem yang 

menyerupai Modernitas Cair (Liquid Modernity) Zygmunt Bauman, 

sekolah tidak lagi sekadar menjadi transmitter informasi, melainkan 

ruang adaptif yang menanamkan computational thinking sebagai 

navigasi logika.  

Koding diposisikan sebagai "bahasa kekuasaan" dalam The 

Network Society Manuel Castells, yang memungkinkan murid 

bermigrasi dari konsumen pasif menjadi arsitek informasi yang 

mampu mengelola aliran data global. Penggunaan koding dan 

kecerdasan artifisial di sini berfungsi sebagai Augmented Intelligence 

dan mitra dialektis yang, menurut Rose Luckin, menciptakan 

kecerdasan kolaboratif antara intuisi manusia dan efisiensi mesin. 

Dengan bantuan AI sebagai scaffolding digital dalam Zona 

Pengembangan Proksimal (ZPD) Lev Vygotsky, siswa dapat 

melampaui keterbatasan kognitif tradisional dan fokus pada 

pengembangan Higher Order Thinking Skills (HOTS) secara inklusif. 

Transformasi identitas prestasi ini berakar pada internalisasi 

Digital Growth Mindset dari Carol Dweck, di mana kegagalan teknis 

dalam koding (seperti bug atau error) tidak lagi dipandang sebagai 

vonis kemampuan, melainkan sebagai data berharga untuk resiliensi 

kognitif dan iterasi berkelanjutan. Budaya prestasi yang baru ini 

menempatkan martabat intelektual siswa pada kemampuannya 

mendesain solusi, bukan sekadar menghafal algoritma. Keberhasilan 

perubahan arsitektur mental ini dikatalisasi oleh kepemimpinan 

kepala sekolah sebagai Learner-in-Chief. Mengacu pada Teori 

Kepemimpinan Instruksional Philip Hallinger, keterlibatan aktif 

pemimpin dalam meruntuhkan sekat birokrasi di laboratorium 

koding menciptakan rasa aman psikologis yang menstimulasi 
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keberanian bereksperimen. Secara filosofis, integrasi teknologi ini 

adalah manifestasi keadilan sosial yang selaras dengan target SDGs 4 

dan 9, yang bertujuan melakukan redistribusi modal budaya dan 

menghapus kesenjangan talenta digital. Pada akhirnya, visi ini 

menyiapkan lulusan sebagai "Learners without Borders" yang memiliki 

kedaulatan berpikir dan fleksibilitas metakognitif untuk tetap relevan 

serta beretika di era Artificial General Intelligence (AGI) mendatang. 

 

Koding dan Computational Thinking sebagai Navigasi Logika 

Transformasi struktur sosial di era digital ini selaras dengan visi 

Modernitas Cair (Liquid Modernity). Zygmunt Bauman yang menuntut 

elastisitas intelektual tinggi dalam menghadapi arus perubahan yang 

konstan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Manuel Castells dalam The 

Network Society yang menegaskan bahwa kekuasaan modern terletak 

pada penguasaan kode dan aliran informasi dalam jaringan global.  

Di SMA Negeri 2 Semarang, koding diposisikan sebagai alat 

navigasi bagi murid untuk bermigrasi dari pengguna pasif menjadi 

aktor yang mampu mendesain logika mandiri melalui bantuan 

kecerdasan artifisial. Luckin (2018) memperkuat paradigma ini 

melalui tesis kecerdasan kolaboratif, di mana teknologi melengkapi 

intuisi manusia dengan efisiensi mesin secara harmonis. Sebagai 

pengembangannya, fenomena ini merefleksikan konsep Human-

Centered AI dari Shneiderman (2022), yang menekankan bahwa 

teknologi harus meningkatkan martabat manusia daripada 

menggantikannya. Sinergi ini memastikan bahwa kecanggihan 

algoritma tetap berada di bawah kendali kreativitas manusia, 

sehingga teknologi berfungsi sebagai instrumen perluasan kapasitas 

intelektual yang bermartabat. 

Proses integrasi ini memicu metamorfosis mental yang dramatis 

di mana laboratorium coding berubah menjadi ruang publik dialektis 

bagi murid untuk berfokus pada optimasi logika dan kemandirian 

belajar (self-regulated learning). Pergeseran ini menunjukkan bahwa 

siswa tidak lagi terjebak pada pencarian jawaban tunggal, melainkan 

lebih menghargai keunikan proses dalam pemecahan masalah.  
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Pendidikan vokasi dan revitalisasi SMK sangat terkait dengan 

kondisi pendidikan kejuruan Indonesia saat ini. Pada kesempatan ini, 

saya akan mempresentasikan topik ini. UNESCO-UNEVOC (2013) 

menyatakan bahwa pendidikan vokasi memainkan peran penting 

dalam pembentukan sumber daya manusia yang kompetitif di era 

global karena menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja. 

 Lulusan SMK menyumbang tingkat pengangguran tertinggi 

dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, menurut data yang 

dikumpulkan oleh National Center for Statistics/(Badan Pusat Statistik 

(BPS), (2016). Ini menunjukkan bahwa topik ini penting. Karena 

paradoks ini, pemerintah merasa perlu melakukan perubahan besar-

besaran yang disebut Revitalisasi SMK. Presentasi ini akan 

mempelajari apa itu pendidikan vokasi, bagaimana sejarahnya 

berjalan, dan apa yang berubah setelah kebijakan revitalisasi 

diterapkan, sebagaimana dikaji oleh (Mastura Minabari, 2023)  dalam 

konteks dinamika pendidikan vokasi kontemporer di Indonesia. 

 

Konsep dan Tujuan Pendidikan Vokasi 

Undang-Undang RI Nomor 20 (2003) tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mendefinisikan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan 

yang mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam bidang 

tertentu, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan tinggi kejuruan. 

Ini membedakannya dari jalur pendidikan umum, yang berpusat pada 

penguasaan ilmu pengetahuan teoritis. Dalam pendidikan vokasi, 

keterampilan praktis adalah inti dari proses pembelajaran. Dalam 

pendidikan vokasi, teori dan praktik diintegrasikan secara 

proporsional dan kontekstual. Ini berbeda dengan bidang akademik di 

mana abstraksi konseptual adalah ciri khas. Misalnya, seseorang yang 

masuk ke SMK dengan jurusan Teknik Pemesinan akan belajar bukan 

hanya fisika dan matematika tetapi juga bagaimana menggunakan 

mesin bubut, mesin frais, dan peralatan manufaktur modern lainnya. 

Menurut International Labour Organization (ILO), (2017). 

Pendidikan vokasi memiliki peran yang sangat penting dalam 

pembangunan sumber daya manusia karena dapat menghasilkan 

tenaga kerja yang siap untuk memasuki dunia kerja. Peserta didik 
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lebih mudah memahami penerapan ilmu secara langsung di 

lingkungan industri dan masyarakat berkat pendekatan pembelajaran 

yang menekankan pengalaman praktik. Akibatnya, pendidikan vokasi 

sering dianggap sebagai jalur antara dunia kerja dan dunia akademik. 

Selain membekali siswa dengan kemampuan teknis, pendidikan 

vokasi juga mengajarkan mereka cara berpikir kritis, bekerja sama 

dalam tim, berkomunikasi, dan menjadi profesional, semua kualitas 

yang sangat penting dalam dunia kerja modern. 

Dengan perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0, 

pendidikan vokasi harus terus disesuaikan untuk memenuhi 

kebutuhan pasar kerja yang berubah. Semakin banyak lulusan sekolah 

menengah kejuruan (SMK) dan pendidikan vokasi lainnya 

membutuhkan keterampilan yang berkaitan dengan teknologi digital, 

otomatisasi, dan penggunaan perangkat industri kontemporer. Oleh 

karena itu, untuk tetap relevan dengan perkembangan dunia usaha 

dan dunia industri (DUDI), lembaga pendidikan vokasi harus terus 

memperbarui kurikulum, sarana praktik, dan kompetensi guru. 

Pendidikan vokasi yang baik diharapkan menghasilkan lulusan yang 

mahir, produktif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun 

global. 

 

Periodisasi Pendidikan Vokasi SMK di Indonesia 

Memahami keadaan SMK saat ini diperlukan untuk memahami sejarah 

pendidikan kejuruan Indonesia yang lebih dari 70 tahun. Pendidikan 

vokasi mengalami evolusi dan kemajuan sepanjang sejarah, yang 

mencerminkan perubahan politik, ekonomi, dan sosial di setiap abad. 

Suyadi et al. (2022) membagi periodisasi ini ke dalam tujuh babak 

besar, dengan dampak masing-masing pada pendidikan kejuruan di 

seluruh negara yang berbeda. 

 

Tabel 7.1: Periodisasi Perkembangan Pendidikan Vokasi SMK di 

Indonesia 

Periode Perkembangan Utama 
Era Orde Lama 
(1960–1968) 

Perluasan sekolah kejuruan (STM, SMEA, SKKA, SPG) 
dengan penekanan keterampilan teknis sesuai 
program pembangunan nasional. 
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Pendahuluan 
Pendidikan merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh 

konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. 

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan (Republik Indonesia, 1945). Namun 

demikian, realitas lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak 

tersebut masih jauh dari ideal, terutama bagi kelompok-kelompok 

marginal yang menghadapi berbagai hambatan struktural. 

Data (Badan Pusat Statistik, 2023) mengungkapkan fakta yang 

memprihatinkan: sekitar 2,9 juta anak usia sekolah di Indonesia masih 

tidak mengenyam pendidikan formal. Angka partisipasi kasar (APK) 

pendidikan tinggi pun belum merata secara geografis, dengan 

kesenjangan signifikan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, 

antara Pulau Jawa dan daerah terpencil di Indonesia bagian timur. 

Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa Indonesia baru mencapai 

8,7 tahun masih jauh dari target pendidikan menengah universal. 

Di tengah kondisi ini, pendidikan nonformal hadir sebagai sistem 

alternatif yang mampu menjangkau kelompok-kelompok yang tidak 

terlayani oleh sistem pendidikan formal. Program kesetaraan Paket A, 

B, dan C; kursus dan pelatihan keterampilan serta berbagai inisiatif 

pendidikan berbasis komunitas telah membuktikan kapasitasnya 

dalam memberdayakan jutaan warga yang sebelumnya terpinggirkan 

dari sistem. Namun ironisnya, pendidikan nonformal masih sering 

dipandang sebagai sistem pendidikan kelas dua, memperoleh porsi 

anggaran yang tidak proporsional, legitimasi sosial yang lebih rendah, 

dan dukungan kelembagaan yang minimal. 

Ketegangan antara dua sistem pendidikan ini mencerminkan 

persoalan yang lebih mendasar bagaimana negara memahami dan 

mendistribusikan hak atas pendidikan. Apabila pendidikan formal 

diprioritaskan semata tanpa memperhatikan hambatan struktural 

yang dialami oleh kelompok rentan, maka sistem pendidikan justru 

berpotensi memperkuat ketimpangan sosial yang ada, alih-alih 

menguranginya. Sebaliknya, apabila pendidikan nonformal dibiarkan 

berkembang tanpa dukungan sistematis dan integrasinya dengan 

sistem formal, maka jutaan warga akan tetap terjebak dalam siklus 

kemiskinan dan eksklusi sosial. 
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Kajian ini hadir sebagai upaya untuk menganalisis secara kritis 

dinamika antara pendidikan formal dan nonformal dalam kerangka 

kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memadukan 

perspektif analisis sosial-struktural dan tinjauan kebijakan 

implementatif, laporan ini berupaya memberikan gambaran 

komprehensif tentang tantangan yang dihadapi serta solusi konkret 

yang dapat diterapkan. 

  

Potret Kesenjangan Pendidikan di Indonesia 

Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam perluasan akses 

pendidikan sejak era reformasi. Angka melek huruf nasional telah 

melampaui 95%, dan angka partisipasi murni (APM) pendidikan dasar 

mendekati 95%. Namun di balik angka-angka agregat yang 

menjanjikan ini, tersembunyi kesenjangan yang tajam dan persisten 

yang mencerminkan ketimpangan struktural yang lebih luas. 

  

Tabel 8.1: Indikator Kesenjangan Pendidikan di Indonesia 

Indikator Nasional 
Angka putus sekolah SMP/sederajat 0,98% 

APK Pendidikan Tinggi                              31,45% 
Rata-rata lama sekolah                             8,77 tahun 
Peserta didik usia 5–24 tahun yang  pernah 
mengakses internet                                

77,46% 

Penggunaan internet untuk pembelajaran 
daring   

27,53% 

Anak tidak sekolah usia 7–18 tahun        2.922.607 jiwa 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023) Badan Pusat Statistik (2024) 

dan Jatniko (2026), diolah. 

  

Angka-angka ini mencerminkan lebih dari sekadar statistik di 

balik setiap poin persentase terdapat jutaan narasi individu tentang 

mimpi yang tertunda, potensi yang tidak terwujud, dan siklus 

kemiskinan antargenerasi yang terus berputar. Ketimpangan 

pendidikan bukan fenomena alamiah, melainkan produk dari pilihan-

pilihan kebijakan, distribusi sumber daya, dan struktur sosial yang 

telah berlangsung selama puluhan tahun. 
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Pendahuluan 

Pendidikan tinggi memiliki posisi strategis yang tidak tergantikan 

dalam membentuk sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, 

berdaya saing global, dan mampu berkontribusi secara bermakna 

terhadap pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, dosen 

menempati posisi sentral sebagai aktor utama yang secara langsung 

menentukan kualitas proses pembelajaran dan derajat capaian 

akademik mahasiswa. Peran dosen telah mengalami evolusi yang 

fundamental dari sekadar penyampai informasi dalam paradigma 

lama, kini dosen dituntut berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran 

yang merancang pengalaman belajar bermakna, mentor akademik 

yang membimbing perkembangan intelektual dan profesional 

mahasiswa, pengembang kurikulum yang menjembatani teori dengan 

kebutuhan dunia kerja, sekaligus mediator pembelajaran berbasis 

teknologi yang mahir memanfaatkan ekosistem digital secara 

pedagogis. Transformasi pendidikan di era digital mendorong dosen 

untuk mengintegrasikan pendekatan pedagogis inovatif yang selaras 

dengan karakteristik generasi mahasiswa masa kini serta tuntutan 

dunia kerja yang terus bergerak. 

Pergeseran paradigma pembelajaran menjadi semakin nyata dan 

mendesak pasca pandemi Covid-19 yang secara dramatis 

mempercepat integrasi teknologi ke dalam sistem pendidikan tinggi 

secara global. Pembelajaran daring yang diterapkan secara masif 

ternyata membuka kesadaran kolektif bahwa efektivitas 

pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penguasaan konten ajar, 

melainkan juga oleh kemampuan dosen dalam menciptakan 

pengalaman belajar yang interaktif, fleksibel, relevan, dan bermakna 

meskipun disampaikan melalui medium yang berbeda dari ruang 

kelas konvensional. Zen Munawar et al. (2021) menunjukkan secara 

empiris bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak hanya 

meningkatkan intensitas interaksi pembelajaran, tetapi juga secara 

signifikan memperluas aksesibilitas mahasiswa terhadap sumber-

sumber belajar yang sebelumnya tidak terjangkau, sehingga 

menciptakan peluang demokratisasi pengetahuan yang belum pernah 

ada sebelumnya. Temuan ini menegaskan bahwa dosen yang melek 
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teknologi dan mampu mengintegrasikannya secara pedagogis 

memiliki kapasitas untuk memperluas dampak positif pembelajaran 

melampaui batas fisik ruang kelas. 

Di luar dimensi teknologis, kualitas hubungan interpersonal 

antara dosen dan mahasiswa terbukti memiliki pengaruh yang tidak 

kalah signifikan bahkan sering kali lebih menentukan terhadap 

motivasi dan kualitas hasil belajar mahasiswa. Relasi yang dibangun 

atas dasar kepercayaan, rasa hormat, dan kepedulian autentik 

menciptakan iklim belajar yang kondusif dan mendukung 

perkembangan intelektual mahasiswa secara menyeluruh. Ahiruddin 

(2023) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran berbasis 

pemecahan masalah kreatif mampu meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa secara signifikan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif 

dan reflektif dalam setiap fase proses pembelajaran. Temuan tersebut 

diperkuat oleh Susilawati (2021) yang menegaskan bahwa 

pendekatan humanistik dalam pendidikan yang menempatkan 

mahasiswa sebagai subjek aktif, bukan objek pasif secara efektif 

mendorong terbentuknya kemandirian belajar, tanggung jawab 

akademik, dan orientasi belajar yang intrinsik pada diri mahasiswa. 

Meskipun demikian, implementasi pembelajaran di pendidikan 

tinggi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural 

yang tidak dapat diabaikan. Sebagian dosen masih bertahan pada 

pendekatan pembelajaran konvensional yang berorientasi pada 

ceramah satu arah, sebuah pola yang semakin tidak relevan dengan 

tuntutan pendidikan abad ke-21. Selain itu, ketimpangan kemampuan 

literasi digital di antara dosen, keterbatasan kreativitas dalam 

berinovasi secara pedagogis, dan lemahnya integrasi antara 

kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus 

berkembang menjadi hambatan nyata dalam upaya peningkatan 

kualitas hasil belajar mahasiswa secara sistemik. 

Berdasarkan kondisi dan tantangan tersebut, artikel ini 

berargumentasi bahwa keberhasilan hasil belajar mahasiswa secara 

fundamental dipengaruhi oleh kemampuan dosen dalam 

mengintegrasikan pendekatan pedagogis inovatif, teknologi 

pendidikan yang bermakna, dan hubungan interpersonal yang otentik 

secara adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan 
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Pendahuluan 

Pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi krisis struktural yang 

kompleks. Kebijakan seperti UU No. 12/2012 dan Peraturan No. 

39/2025 bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas, tetapi 

implementasinya telah menciptakan masalah baru: komersialisasi, 

peningkatan beban administratif bagi dosen, risiko penutupan 

program ilmu dasar, dan akses yang tidak merata bagi kelompok 

marjinal. Akibatnya, peran universitas sebagai penggerak peradaban 

dan mobilitas sosial secara bertahap runtuh. 

Berdasarkan data, tingkat partisipasi bruto (PPN) Indonesia 

hanya 35%, jauh lebih rendah daripada tingkat partisipasi Malaysia 

sebesar 45% dan Singapura sebesar 70%. Produktivitas penelitian 

nasional rendah, dengan Indonesia terjebak dalam perangkap 

pendapatan menengah dan hanya memiliki 0,3 paten untuk setiap juta 

orang (dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki 4.500 

paten). 

Bab ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

analisis kebijakan, menggunakan data sekunder dari dokumen, 

laporan peringkat global, Biro Pusat Statistik, dan Kementerian 

Pendidikan Tinggi. Analisis dilakukan dalam empat langkah: 

mengidentifikasi isu-isu kritis, mengkategorikan dampak, 

membandingkan kebijakan dengan realitas, dan merumuskan strategi. 

Diskusi mencakup krisis struktural seperti komersialisasi, 

neoliberalisme atau Manajemen Publik Baru, pengetahuan dasar, 

inklusivitas, kesenjangan digital, dan paradoks peringkat global. Bab 

ini diakhiri dengan strategi transformasi tiga pilar yang berfokus pada 

kemitraan regional, advokasi substansi ilmiah dan inklusivitas, serta 

kampus yang berdampak, semuanya diuraikan dalam peta jalan 

kebijakan untuk tahun 2024–2029. 

  

Filosofi dan Fondasi Hukum Pendidikan Tinggi 

Secara filosofis, pendidikan tinggi pada dasarnya adalah investasi 

publik, bukan produk yang dapat dibeli dan dijual di pasar bebas. Hal 

ini jelas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan universitas untuk 
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membina komunitas akademik yang inovatif dan kooperatif, 

mengembangkan ilmu pengetahuan sambil menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusiaan, dan menghasilkan sumber daya manusia yang 

kompetitif untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa (Republik 

Indonesia, 2012). Pasal 4 undang-undang tersebut dengan jelas 

menyatakan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan 

prinsip keadilan, demokrasi, dan nondiskriminasi, sambil 

menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, 

dan keberagaman bangsa (Republik Indonesia, 2012). 

Tridharma Pendidikan Tinggi, yang meliputi pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Purwanto, 2021). Ketiga pilar 

ini harus bekerja sama secara harmonis karena penelitian tanpa 

pengabdian masyarakat akan menjadi menara gading yang tidak 

membantu masyarakat, sementara pengabdian masyarakat tanpa 

penelitian akan kekurangan landasan ilmiah yang kuat. Hal ini sejalan 

dengan pandangan para ahli pendidikan yang percaya bahwa 

perguruan tinggi memiliki kewajiban moral untuk secara langsung 

berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (McCarthy dkk., 2023). 

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 

2025 tentang Penjaminan Mutu Nasional menekankan bahwa sistem 

penjaminan mutu di pendidikan tinggi harus berfokus pada 

peningkatan mutu berkelanjutan yang berdampak positif pada 

masyarakat luas (Kementerian Pendidikan Tinggi, 2025). 

  

Dari Publik ke Komoditas 

Sayangnya, dalam kenyataan, telah terjadi pergeseran cara pandang 

akibat diterapkannya Manajemen Publik Baru (New Public 

Management/NPM) yang menuntut universitas beroperasi layaknya 

perusahaan (Berkovich & Hassan, 2023). Pendekatan NPM yang 

berasal dari sektor swasta ini kemudian diterapkan begitu saja ke 

sektor publik tanpa mempertimbangkan karakteristik unik dan nilai-

nilai fundamental yang membedakannya (Escobar et al., 2023). Dalam 

cara pandang lama, pendidikan dilihat sebagai produk yang bertujuan 

mencapai sasaran administratif, seperti perubahan status Satuan 
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Pendahuluan 

Evolusi paradigma pendidikan modern menuntut rekonstruksi fungsi 

sekolah, tidak lagi sebatas koridor alih pengetahuan (transfer of 

knowledge), melainkan sebagai episentrum perlindungan hak asasi 

yang berkeadilan. Kehadiran regulasi yang mengintegrasikan aspek 

ramah anak, responsivitas gender, dan inklusivitas disabilitas 

merupakan ikhtiar struktural dalam memotong mata rantai 

diskriminasi di lingkungan akademik. Namun, dalam perjalanannya, 

muncul diskrepansi tajam antara regulasi normatif (das Sollen) dan 

fakta sosiologis di lapangan (das Sein). 

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, sekolah adalah sebuah Field 

(Ranah) di mana berbagai modal dipertaruhkan(Mansur & Hakim, 

2026). Masalah utama saat ini berasal dari ketimpangan modal yaitu 

kurangnya dukungan modal ekonomi untuk fasilitas disabilitas dan 

belum terbentuknya habitus pendidik yang sensitif gender. Akibatnya, 

sekolah terjebak dalam "Pragmatic Habitus", di mana status "Ramah 

Anak" atau "Inklusi" hanya menjadi label administratif untuk 

memenuhi syarat regulasi, tanpa diiringi transformasi Teaching Modal 

(kapasitas guru) dan Field Modal (infrastruktur aksesibel). 

Kontradiksi antara akumulasi modal simbolik sekolah dan devaluasi 

kualitas pedagogik inklusif menjadi celah literatur yang akan dibedah 

dalam artikel ini. 

 

Pergeseran Esensi: Menuju Pendidikan Humanis 

Perubahan menuju pendidikan ramah anak, kesetaraan gender, dan 

inklusi disabilitas bukan sekadar perubahan superfisial seperti 

penggantian label atau pemasangan spanduk di gerbang sekolah. 

Secara ontologis, ini merupakan transformasi radikal dalam 

memaknai hakikat eksistensi lembaga pendidikan. Esensi dasar 

sekolah mengalami pergeseran paradigma secara fundamental, yaitu 

dari yang semula dipandang sebagai ruang mekanistis alih 

pengetahuan (transfer of knowledge) konvensional, kini harus 

diresmikan sebagai ruang emansipatoris untuk pemenuhan dan 

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (Tintingon dkk., 2023). 
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Menurut perspektif humanis ini, institusi pendidikan dipaksa 

untuk merombak cara pandang mereka terhadap peserta didik. Siswa 

tidak boleh lagi dipandang sebagai subjek instruksional yang pasif 

atau dalam istilah Paulo Freire dikenal sebagai wadah kosong yang 

siap diisi secara searah, melainkan harus diposisikan sebagai individu 

yang merdeka, berdaulat, memiliki hak atas rasa aman, keadilan, dan 

agensi penuh atas dirinya. Sekolah dituntut bertransformasi menjadi 

sebuah ekosistem sosial di mana semua manusia, tanpa terkecuali, 

dihargai dengan derajat martabat yang setara serta dibersihkan dari 

segala bentuk diskriminasi struktural. 

Apabila dibedah menggunakan kacamata sosiologi Pierre 

Bourdieu, pergeseran esensi menuju pendidikan humanis ini tidak 

akan pernah tercapai selama sekolah masih membiarkan terjadinya 

ketimpangan kepemilikan modal (capital) dan kekakuan ranah 

(field)(Tantangan Kontemporer Penulis & Thamrin Ahmed Fernanda 

Desky Noer Chalifah Ramadhany Atma Ras Fritz Hotman S Damanik 

Oman Sukmana Zulkifli Abdullah Dimas Ario Sumilih Nurul Kamaliah 

Umasangaji, 2025). Integrasi pendidikan ramah anak, kesetaraan 

gender, dan inklusi disabilitas secara substansial menuntut adanya 

perombakan triadik sosiologis berikut: 

1. Dekonstruksi Ranah (Field) Akademik yang Kognitif-Sentris 

2. Redefini status Siswa: Dari Objek Dominasi Menjadi Rights-Bearer 

3. Pemutusan Rantai Kekerasan Simbolik (Symbolic Violence) 

Pendidikan humanis menuntut sekolah untuk peka terhadap 

penindasan simbolik ini. Lembaga pendidikan harus secara sadar 

menghentikan reproduksi ketimpangan tersebut dengan cara 

membangun kesadaran kritis kritis bagi seluruh warga sekolah. 

 

Idealitas Kebijakan (Das Sollen) 
Secara normatif, pemerintah merancang kebijakan sekolah inklusi, 

ramah anak, dan responsif gender dengan visi ideal untuk 

menciptakan ekosistem pendidikan yang komprehensif, 

emansipatoris, dan berkeadilan sosial. Dalam konseptualisasi 

sosiologi Pierre Bourdieu, kebijakan publik pada dasarnya merupakan 

intervensi struktural yang dirancang oleh negara selaku pemegang 

otoritas tertinggi untuk mengatur ulang "aturan main" (rules of the 

game) di dalam Ranah (Field) pendidikan. Regulasi normatif ini 
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Pendahuluan 

Dalam konteks global yang semakin kompetitif, kualitas sumber daya 

manusia menjadi faktor penentu utama daya saing suatu bangsa. 

Pendidikan sebagai instrumen strategis dituntut tidak hanya 

menghasilkan lulusan terampil, tetapi juga relevan dengan 

perkembangan zaman, dunia industri, dan kebutuhan masyarakat. 

Konsep mutu pendidikan telah bergeser dari pencapaian nilai 

akademik semata menuju paradigma berkelanjutan yang berfokus 

pada outcome dan relevansi dengan dunia kerja. Rapor Pendidikan 

Indonesia 2023 mengindikasikan bahwa meski akses pendidikan 

meningkat, disparitas kualitas antar wilayah masih lebar dan 

kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja tetap 

menjadi isu kritis (Kemendikbudristek, 2023). 

Kajian literatur terkini memperkuat urgensi menyelaraskan 

kebijakan mutu pendidikan dengan tujuan daya saing. Lee dan Lee 

(2021) menemukan bahwa sistem pendidikan negara-negara berdaya 

saing tinggi memiliki kebijakan mutu yang adaptif dan terintegrasi 

dengan ekosistem inovasi nasional. Smith et al. (2022) membuktikan 

pendekatan Continuous Quality Improvement (CQI) efektif mendorong 

perbaikan berkelanjutan. García dan Fernández (2023) menegaskan 

bahwa keberhasilan kebijakan mutu sangat bergantung pada 

kapasitas dan kesejahteraan guru. Sementara Nurlia et al. (2024) 

mengidentifikasi bahwa fragmentasi kebijakan, keterbatasan 

infrastruktur, dan budaya kerja yang belum berorientasi mutu 

menjadi hambatan utama di Indonesia. 

Mungkinkah kuncinya terletak pada peningkatan kompetensi 

guru yang lebih memanusiakan, atau pada digitalisasi yang kita 

harapkan memudahkan namun seringkali malah menambah beban, 

atau pada revitalisasi sarana prasarana yang menciptakan ruang 

belajar yang aman nyaman dan menginspirasi? Ketiganya 

mengharuskan kita pada satu visi yang sama: bagaimana merajut 

semua elemen ini menjadi sebuah budaya mutu yang berkelanjutan, 

yang tidak hanya mendongkrak daya saing lulusan di pasar global, 

tetapi juga membentuk mereka menjadi pribadi yang adaptif, kreatif, 

dan tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. 
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Pilar Peningkatan Mutu: Guru, Digitalisasi, dan Sarana 

Prasarana 

Tiga landasan konseptual menopang strategi perbaikan mutu. 

Kerangka TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) dari 

Mishra dan Koehler menegaskan perlunya perpaduan kompetensi 

materi, pedagogi, dan teknologi pada guru, yang harus diiringi 

kesejahteraan sesuai teori hierarki kebutuhan Maslow. Model SAMR 

(Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) dari 

Puentedura memberikan jenjang evaluasi digitalisasi idealnya 

bergerak dari menggantikan kertas menuju penciptaan pengalaman 

belajar baru yang sebelumnya tak terpikirkan. Konsep 'guru ketiga' 

(the third teacher) menegaskan bahwa sarana prasarana bukan 

sekadar bangunan fisik, melainkan ekosistem yang membentuk 

suasana belajar dan merangsang rasa ingin tahu. 

Dalam analisis Potret Capaian Pendidikan Berdasarkan Rapor 

Pendidikan 2024/2025 platform Rapor Pendidikan berfungsi sebagai 

single source of truth yang mengintegrasikan data Asesmen Nasional 

(AN), Dapodik, dan survei lingkungan belajar, memungkinkan evaluasi 

multidimensi berbasis bukti. Data 2024/2025 menunjukkan 

peningkatan rata-rata nasional: skor literasi membaca naik 8,5 poin 

dan numerasi 7,2 poin dibandingkan periode sebelumnya, terkait 

intensifikasi pembelajaran pasca-AN dan Kurikulum Merdeka. Namun 

analisis mendalam mengungkap disparitas yang masih sangat 

signifikan: 

1. Disparitas Geografis: Selisih skor literasi antara provinsi tertinggi 

(DIY, Bali) dan wilayah 3T mencapai 35 poin, dipengaruhi oleh 

ketimpangan akses bahan bacaan, kualifikasi guru, dan 

infrastruktur digital. 

2. Disparitas Jenis Sekolah: Sekolah negeri menunjukkan tren 

peningkatan lebih konsisten; disparitas antara sekolah umum dan 

SMK dalam numerasi abstrak masih terlihat. 

3. Level Kemahiran: Proporsi siswa pada level 'Cakap' dan 'Mahir' 

untuk numerasi masih di bawah 45%, mengindikasikan perbaikan 

rata-rata nasional terjadi di level menengah, sementara 

transformasi menuju level mahir memerlukan intervensi lebih 

khusus. 
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Dinamika dan Kebijakan Mutu Pendidikan Terhadap Daya Saing Bangsa Indonesia 

 

227 Renza Maisetyo 

 


	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf
	9c315f59ef8cbd3eaa59bc526b09393dada75236e8960615620d12598421b76f.pdf

